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Di dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kontrak Elektronik
adalah kontrak yang memenuhi syarat sepanjang syarat keabsahan perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata dipenuhi dan
dipatuhi oleh pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa
konsumen diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, namun hal ini tidak
dilaksanakan oleh konsumen untuk memenuhi prestasinya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yaitu pengendara Go-Jek
akibat perbuatannya.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pengendara Go-Jek akibat
wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam perjanjian jasa layanan Go-Food yang beroperasi di kota Banda Aceh, menjelaskan
bentuk wanprestasi konsumen dan tanggung jawab pihak konsumen atas tindakan tidak beritikad baik, kemudian menjelaskan
penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan atas kerugian yang dialami pengendara Go-Jek akibat tindakan konsumen tidak
beritikad baik.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan dengan cara mewancarai
pihak terkait yang menjadi subjek penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan  pendekatan kualitatif yang dituangkan
dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa tidak adanya perlindungan hukum bagi pengendara Go-Jek dikarenkan
pemerintah belum mengeluarkan peraturan khusus mengenai transportasi Online. Kerugian yang dialami pengendara Go-Jek
merupakan tanggung jawab dari perusahaan Go-Jek. Kurangnya kesadaran dari konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan
transaksi dan tidak adanya tanggung jawab dari konsumen akibat dari perbuatannya melakukan wanprestasi yang mengakibatkan
kerugian bagi pihak pengendara Go-Jek. Konsumen harus mengikuti petunjuk atau tata cara pembelian dalam aplikasi Go-Jek
dalam fitur Go-Food.
Disarankan PT. Go-Jek indonesia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak lagi menerapkan sistem pengendara membayar
terlebih dahulu segala pembelanjaan konsumen menggunakan dana pribadi pengendara Go-Jek. Untuk setiap penggunaan pelayanan
pembelanjaan konsumen harus memiliki Go-Pay. Dan kepada pemerintah untuk membuat peraturan mengenai perlindungan hukum
terhadap pengendara Go-Jek.
